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MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH
LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN I PERIODE TANGGAL 1 JANUARI 2025 SAMPAI DENGAN 31 MARET 2025

MONITORING EVALUASI TINDAK LANJUT
3 (tiga) nilai terendah dari Unsur Survei Dari hasil pengolahan data SiSuper Pengadilan > Tindaklanjut atas monev 3 (tiga) nilai terendah
Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan | Negeri Palembang SPAK Periode Triwulan | Tanggal agar segera dilaksanakan untuk perbaikan
Tanggal 1 Januari 2025 s.d. 31 Maret 2025 1 Januari 2025 s.d. 31 Maret 2025, jumlah tersebut terhadap pelayanan Pengadilan Negeri

didapat dari data SiSuper di anjungan area PTSP dan Palembang.
surat yang dikirimkan ke Satker Pengadilan Negeri di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang untuk
mengisi SiSuper.

Terdapat 3 nilai terendah dari 10 unsur Survei
Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yaitu :

1. U1 Dengan Nilai 1187;

2. U2 Dengan Nilai 1189;

3. U3 Dengan Nilai 1191;

Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi: > Unsur Manipulasi Peraturan merupakan Unsur ke-ﬁ'in'daklan]ut':
Unsur Manipulasi Peraturan (U1) 1 dari 10 Unsur SPAK, dengan pertanyaan » Terdapat Standar Pelayanan pada website
sebagai berikut: Pengadilan Negeri Palembang sesuai dengan

- Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? berlaku




Hasil analisis dari 300 responden terdapat

nilai yaitu : Tidak Sesuai Prosedur sebanyak

0 responden, Jarang Sesuai Prosedur
sebanyak 0 responden, Sering Sesuai
Prosedur sebanyak 13 Responden, dan
Selalu Sesuai Prosedur sebanyak 287

Responden ;

Unsur Penyalahgunaan Jabatan (U2)

>

Unsur Penyalahgunaan Jabatan merupakan

Unsur ke-2 dari 10 Unsur SPAK, dengan

pertanyaan sebagai berikut :
Apakah dalam memperoleh layanan
Pengadilan secara cepat dan mudah ada
penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk
meminta imbalan tertentu ?
Hasil analisis dari 300 responden terdapat
nilai : Petugas Melayani Selalu Meminta
Imbalan sebanyak 0 Responden, Petugas
Melayani Sering Meminta Imbalan
sebanyak 0 Responden, Petugas Melayani
Jarang Meminta Imbalan sebanyak 11
Responden, dan Petugas Melayani Tanpa
Meminta Imbalan sebanyak 289

Responden;

Tindaklanjut :

>

>

Dilakukan pembinaan dan brifing setiap pagi
oleh Hakim pengawas PTSP serta didampingi
Panitera dan Panmud untuk mengarahkan
petugas PTSP untuk tidak meminta imbalan
apapun dan membayar sesuai tarif resmi;
Terdapat banner anti gratifikasi di Pengadilan

Negeri Palembang




> Unsur Menjual Pengaruh merupakan Unsur ke-3 Tindaklanjut :
dari 10 Unsur SPAK, dengan pertanyaan sebagai| » Dilakukan rapat tinjauan dan evaluasi kinerja
oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang

setiap bulannya mengingatkan seluruh Aparatur

Pengadilan Negeri Palembang agar selalu

3 Unsur Menjual Pengaruh (U3)

berikut :
- Pernahkah dihubungi oleh seseorang
( karyawan Pengadilan ) yang akan membantu

dalam pengurusan surat / berkas perkara ? menjaga integritas dengan tidak menerima

- Hasil analisis dari 300 responden terdapat nilai imbalan ataupun gratifikasi dalam bentuk
Selalu sebanyak 0 Responden, Sering apapun;
sebanyak 0 Responden, Jarang sebanyak 9
Responden, dan Tidak ada sebanyak 291

Responden ;

Demikianlah monitoring dan evaluasi atas 3 (tiga) Nilai Terendah dari Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terhadap pelayanan di Pengadilan

Negeri Palembang Triwulan Ke-l Tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025.
Jabatan anda Tangan /7

No Nama

1 EDDY CAHYONO, SH.,MH Hakim (Koordinator IPK)

2 M. TEGUH,SE.,SH.,MH Panitera




Eviden tindaklanjut Survei Persepsi Anti Korupsi
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Rencana Strategis

STANDAR PELAYANAN

1. STANDAR PELAYAMNAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA BIASA

TUJUAN
1. Meningkatkan kualitaz pelayanan Pengadilan bagi pencar keadilan dan
masyarakat;

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilam Megeri Palembang Kelas 1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualifas;

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Megeri Palembang Kelas 1A Khusus;

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam meniai kualitas pelayanan Pengadilan
Megeri Palembang Kelas 14 Khusus;

4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Megeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam

penyelenggaraan pelayanan;

DEFINISI
Pelimpahan berkas perkara pidana biasa adalah penerimaan dan telah memenuhi

persyaratan ceklist dan bukti tersebut diberikan kepada Penuntut Umum;

RUANG LINGKUP

Stamdar pelayanan ini digunakan unituk kelancaran proses standard pelayanan

Pengadilan Megeri Palembang kelas |A Khusus;

DA SAR HUKUM

1. Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Momor 48 Tahun 2009 tentang Kekuaszaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Momor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Momor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Ketua Mahkamah Republik

1-114EMAMSKSN/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

5. Keputusan Agung Indonesia Momor
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. Point 3 Notulen Rapat Evaluasi dan Tinjauan Kinerja

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Telp. (0711) 363310 —313555Fax (0711) 313555
email : pnpalembang(@gmail.com website : www.pn-palembang.go.id
PALEMBANG

NOTULA

Dasar - SK Nomor 24/KPN.W6.U1/SK/KP4.1.3/1/2025 tentang
Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawasan
Antar Bidang Pada Pengadilan Negeri Palembang

Hari . Kamis

Tanggal : 27 Februari 2025

Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 Pengadilan Negeri Palembang
Acara - Rapat Evaluasi dan Tinjauan Kinerja Bulan Februari 2025

Pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

Peserta Rapat: 1. Seluruh Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti,

Jurusita/Jurusita Pengganti dan seluruh Staf Pengadilan Negeri

Palembang Kelas IA Khusus.
Jalannya rapat

Rapat dipimpin langsung Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Bapak

Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum., didampingi oleh Bapak Fauzi Isra, S.H., M.H.
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang. Adapun hal yang disampaikan oleh

Ketua Pengadilan Negeri Palembang yaitu:

1.

KPN menghadiri Laporan Tahunan Mahkamah Agung Rl yang dihadiri oleh
Presiden Republik Indonesia yang menyampaikan bahwa memberikan perhatian
khusus kepada para hakim, dan juga disampaikan untuk tetap menjaga Integritas,
tidak menerima Pungli dan Gratifikasi.

Ketua Pengadilan Negeri Palembang juga memengingatkan untuk selalu
mematuhi Perma Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016 serta menyatakan bahwa
“Integritas bukan pilihan, tetapi kewajiban”.

KPN mengajak untuk “Mari bersama membangun citra pengadilan, yang
berintegritas”, sesuai dengan judul Laporan Tahunan Mahkamah Agung “Dengan
Integritas, Pengadilan Berkualitas”

Untuk Para Calon Hakim, dijadwalkan TPM bulan Juni 2025

Bahwa Badilum Menyiapkan untuk Mutasi Hakim akan dilaksanakan pada Bulan
Oktober 2025, dan akan menunggu Perintah dari KMA.



6. Badan Pengawasan Mahkamah Agung membentuk Tim SATGASSUS BAWAS,
yang bertugas untuk penertiban Administrasi di Pengadilan Negeri.

7. Untuk Kerjasama dengan PT POS Indonesia:

1)

2)

3)

4)

sudah dilaksanakan audiensi dengan pihak kantor pos, karena ada
beberapa surat yang diretur tanpa keterangan. Akan juga dibuat Whatsapp
Group Pengadilan dengan POS, beberapa hakim yang dimasukkan ke
WhatsApp Group dan jika ada kendala agar disampaikan melalui
WhatsApp Group tersebut.

Untuk biaya perkara pengiriman melalui POS, sudah diberikan perintah
kepada Panitera untuk memilih Pengiriman “Same Day” di lingkup Kota
Palembang, dan jika keluar kota seperti Pengiriman ke Jakarta
menggunakan Pengiriman Ekspress, guna untuk kecepatan dan ketepatan
penyampaian surat elektronik dan diminta kepada Pihak POS untuk
memperhatikan secara khusus surat elektronik dari Pengadilan.

Pengiriman surat elektronik melalui PT POS akan dilaksanakan 2x
Pengiriman per hari, yaitu pada pukul 12.00 WIB dan Pukul 17.00 WIB.
Diarahkan kepada PT POS Indonesia untuk tidak mengantar surat diluar
hari kerja, karena hari kerja Mahkamah Agung sudah jelas, Senin hingga

hari Jum’at. Untuk pengantaran surat di hari libur dianggap tidak sah.

8. Untuk Efisiensi Anggaran

terkait renovasi gedung, telah disampaikan kepada pihak Pemerintah
Daerah dan BPKAD Kota Palembang mengenai efisiensi anggaran
Mahkamah Agung, bahwa PN Palembang masih menunggu petunjuk dari
Mahkamah Agung.

9. Untuk acara IKAHI, akan dilaksanakan kajian setiap jum’at pagi yaitu Zoom

dengan 4 Peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer
dan Pengadilan Tata Usaha Negara) di Kota Palembang dan untuk puncak acara

akan dilaksanakan Buka Bersama di Pengadilan Negeri Palembang.

10. Terkait surat dari KPT, mengenai lomba dari Dirjen Badilum yaitu :

1)
2)
3)
4)
o)
6)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
Adminsitrasi Perkara dan Keuangan Perkara;
Role Model Ketua Pengadilan Negeri;

Role Model Panitera;

Keterbukaan Informasi Publik (KIP);

Role Model Sekretaris.

PN Palembang akan mengikuti lomba PTSP yang akan diketuai oleh Pengawas

PTSP, Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara yang akan diketuai oleh

Panitera, dan Keterbukaan Informasi Publik yang akan diketuai oleh Panmud



Hukum dan PTIP (batas waktu 14 April 2025), silahkan untuk masing-masing
membentuk tim untuk mempersiapkan lomba tersebut.

11. Pengawasan di Bagian PTSP

- telah disampaikan kepada Petugas bahwa minimal 150 Responden.

- Pembayaran di PTSP secara Non Tunai atau secara elektronik.

- Tidak ada lagi Petugas PTSP yang menerima pembayaran secara Tunai,
ini dilaksanakan untuk menjaga integritas.

Evaluasi dan Tinjauan Kinerja oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang, yaitu:

1.
2
3.

Untuk selalu mematuhi PERMA 7, 8, 9 tahun 2016.

Mengisi Absensi dengan disiplin, ada 3 absen agar dilaksanakan.

Kepada Panitera Pengganti, terhadap putusan yang Inkrah, supaya memeriksa
kembali pengetikan maupun penahanannya, karena sudah ada teguran dari KPT
dan akan ditindaklanjuti, karena termasuk pelanggaran berat, mohon untuk saling
mengingatkan, teliti dan hati-hati, mohon untuk diperiksa kembali oleh Petugas di
Kepaniteraan.

Untuk bersama menjaga kantor kita, jangan sampai pengunjung memasuki area
steril

Menjelang libur bersama hari raya, agar memperhatikan penahanan yang akan

habis. Untuk perkara yang tidak dapat diperpanjang penahanannya untuk diputus
sebelum lebaran.

Evaluasi dan Tinjauan Kinerja oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, yaitu:

1.

Sehubungan dengan EIS, untuk kelengkapan dan kesesuaian, terdapat 7 saksi
yang belum sesuai, BAS 5 yang belum sesuai, court calendar ada 22 yang tidak
sesuai, 2 perkara yang belum di anonimisasi, BHT sebanyak 23 belum sesuai,

Penahanan 1 yang belum diperpanjang, sisa panjar ada 2 perkara mohon untuk
diperiksa kembali.

Evaluasi dan Tinjauan Kinerja oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang, yaitu:

1.

Terkait efisiensi anggaran, terkena efisiensi 50% dari Belanja Operasional, yaitu :
Pakaian dinas, Transportasi (yang dicairkan hanya untuk Laporan Tahunan),
Percetakan, belanja ATK di efisiensi sebanyak 50%.

Mohon untuk menghemat kertas dan tinta

Untuk renovasi gedung, dari biro perencanaan dilaksanakan self blocking
anggaran

Adanya penyesuaian tunjangan kinerja untuk Jabatan Fungsional.



Kesimpulan :

1.
2.

untuk selalu mematuhi Perma Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016.

Bahwa adanya Tim SATGASSUS BAWAS, yang bertugas untuk penertiban
Administrasi di Pengadilan Negeri.

Telah dilaksanakan audiensi dengan PT POS Indonesia, akan dibuatkan
WhatsApp Group dengan PT POS untuk menyampaikan kendala.

Untuk mempersiapkan lomba dari Dirjen Badilum serta perayaan HUT IKAHI.
Terkait efisiensi Anggaran, bahwa ditunda untuk renovasi dan pemotongan 50%
dari belanja operasional

Untuk Perkara Pidana yang tahanannya akan segera berakhir, untuk
diperpanjang penahanan atau di putus sebelum lebaran.

Wakil Ketua
Notulis, Pengadilan Negeri Palembang

el

DINDA NURAZMI, A.Md.A.B.

FAUZI ISRA, S.H.,,M.H.

ahui,
Ketua Pengadilan Nlegeri Palembang

AGUS WALUJO TJAI—}/)NO, S.H., M.Hum.



DOKUMENTASI RAPAT




PENGADILAN NEGERI KLAS IA KHUSUS
JI. Kapten A. Rivai No.16
PALEMBANG

DAFTAR HADIR

RAPAT EVALUASI DAN TINJAUAN KINERJA BULAN FEBRUARI 2025
PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS
KAMIS, 27 FEBRUARI 2025
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Telp. (0711) 363310 — 313555Fax (0711) 313555
email : pnpalembang@gmail.com website : www.pn-palembang.go.id
PALEMBANG

Palembang, 25 Februari 2025

Nomor : &9 /KPN.W6.U1/KP01.2/11/2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth . 1. Wakil Ketua
2. Seluruh Hakim
3. Panitera
4. Sekretaris
. Kepala Bagian Umum
- Seluruh Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian
. Seluruh ASN

5
6
F
8. PPNPN
Di -

Tempat

Bersama ini kepada Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Februari 2025
Pukul : 08.30 wib s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2

Acara : Rapat Evaluasi dan Tinjauan Kerja Bulan Februari 2025

Mengingat pentingnya acara ini, diharapkan kepada Bapak/Ibu untuk dapat hadir
tepat waktu.

Demikianlah, atas perhatian diucapkan terima kasih.

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

AGUS WALUYJ TJAHJONO[.



